
 

No.        : 024/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026 

Perihal       : Edaran Pengabdian kepada Masyarakat  

Lampiran : - 

 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu Dosen Tetap 

Universitas IPWIJA 

 

Dengan hormat, 

 

Sehubungan dengan dimulainya semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, perlu 

diingatkan kembali tentang salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yaitu 

melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Berkenaan dengan hal itu maka disampaikan: 

- Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Peneliti yang telah merespon Surat Edaran Kepala 

LP2M No.148/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Kegiatan 

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan aktif melaksanakan Pengabdian kepada 

Masyarakat baik secara incidental maupun terjadwal yang ditugaskan oleh LP2M. 

- Dosen diharapkan aktif mendukung agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang telah 

disusun oleh LP2M. 

- Dosen diharapkan aktif menginformasikan kepada LP2M mengenai kebutuhan dan atau 

permintaan masyarakat yang dapat dijadikan sarana Pengabdian kepada Masyarakat 

dengan mengajukan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 

- Dosen diharapkan siap setiap saat ketika ditugaskan oleh LP2M untuk melaksanakan 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

- Dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat segera 

membuat laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 

- Dosen bersedia mendiseminasikan/memaparkan temuan Pengabdian kepada Masyarakat 

sesuai Laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun pada kegiatan yang 

dijadwalkan oleh LP2M UNIVERSITAS IPWIJA. 

Demikian edaran ini disampaikan dan terima kasih. 

   

Bogor, 2 Maret 2026      

                                                                                
 

 

 

 

Drs Jayadi, M.M. 

Kepala LP2M   

 

Tembusan : Rektor 

Dekan FEB 

Dekan FSK 



   

SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

No: 081/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026 

  

 

 

 Berdasarkan Surat Edaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Semester Genap 

2025/2026 No. 024/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026 tanggal 2 Maret 2026 dan surat permohonan 

dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

No.LG.01/572/DPDRI/VII/2026 tanggal 6 Juli 2026 perihal permohonan Narasumber, 

Pendamping dan Pemberi Materi, dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan: 

 

  Edi Wibowo, S.T., M.M (NIDN: 0307027801) 

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada: 

 Hari / tanggal : Selasa, 7 Juli 2026 

 Waktu : 10.00 WIB - Selesai  

 Tempat : Ruang Rapat Majapahit Lantai 3 Gedung B DPD RI Jl. 

Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan, Jakarta 

 Tema :“Finalisasi dalam rangka penyusunan Draft Pengawasan 

DPD RI.” 

  

 Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan 

penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan 

laporan pelaksanaan kegiatan. 

 

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung 

jawab. 

 

 

 

 

Bogor, 6 Juli 2026      

                                                                                
 

 

 

 

Drs Jayadi, M.M. 

Kepala LP2M 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
 

 

Nomor : LG.01/572/DPDRI/VII/2026 Jakarta, 6 Juli 2026 

Sifat : BIASA 

Lampiran : - 

Hal : Permohonan Menjadi Narasumber 

 
Kepada Yth. 

Edi Wibowo, ST. M.M. 

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas IPWIJA Bogor 

di 

Bogor 

 
Berdasarkan Jadwal Masa Sidang V Komite IV Tahun Sidang 2025-2026, 

mengenai rencana kegiatan Finalisasi dalam rangka penyusunan draf Pengawasan 

DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bersama ini kami mengundang 

Bapak untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud yang akan 

dilaksanakan pada: 

Hari : Selasa, 7 Juli 2026 

Waktu    :  10.00 WIB - Selesai 

Tempat   : Ruang Rapat Majapahit Lantai 3 Gedung B DPD RI 

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan, Jakarta 

Koordinasi lebih lanjut terkait hal-hal teknis, dapat dikomunikasikan dengan 

Sekretariat Komite IV DPD RI kepada Sdr. Irwanto melalui nomor +62811-4666-777 atau 

melalui email: komite4@dpd.go.id. 

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Bapak, kami sampaikan terima kasih. 
 
 

 
Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 
Kepala Bagian Sekretariat Komite IV 

Irwanto Napeng, S.STP., M.M. 

NIP. 198108082001121004 

SEKRETARIAT JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270 

 

 
${ttd} 

mailto:komite4@dpd.go.id


SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : B/LG.01/1518/DPDRI/VII/2026       Jakarta, 8 Juli 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Ucapan Terima Kasih

Kepada Yth.
Edi Wibowo, ST. M.M.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas IPWIJA Bogor
di
      Bogor

Dengan hormat, sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan Finalisasi

dalam rangka penyusunan draf Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2026, kami

Sekretariat Komite IV DPD RI menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak

sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, semoga kerja sama yang baik ini dapat terus

terjalin.

. 

                                        ${ttd}

Tembusan Yth.:
1. Pimpinan Komite IV DPD RI;
2. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI; dan
3. Kepala Biro Persidangan II Setjen DPD RI.

         Ditandatangani secara elektronik oleh:

         Kepala Bagian Sekretariat Komite IV
         Irwanto Napeng, S.STP., M.M.
         NIP. 198108082001121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah

Edi Wibowo., ST, MM.

Dosen Universitas IPWIJA, Bogor

1

Sidang V Komite IV Tahun Sidang 2025-2026 

Selasa, 7 Juli 2026



Pengertian Hubungan Keuangan

Businesses need new investment opportunities 

but are using old or outdated tools and services

CUSTOMERS

25% increase of investment inquiries prove that 

there's consumer interest for simpler portfolio 

management

FINANCIALS

Investing in the stock market increased business 

portfolios by $20 million in 2019

7/14/20XX

COSTS

Loss of potential income by not offering 

investment opportunities for businesses

USABILITY

Customers want something that’s easy to adopt 

and simple to use

Pitch deck title

APA ITU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH?

HUBUNGAN KEUANGAN ADALAH SISTEM PEMBAGIAN HAK, KEWAJIBAN, 
SUMBER PENDAPATAN, SERTA PEMBIAYAAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT 
DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

TUJUAN

1. MENDUKUNG DESENTRALISASI FISKAL 

2. PEMERATAAN PEMBANGUNAN 

3. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK 

4. MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR DAERAH 

5. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN 
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH 
(HKPD)



Komponen Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
• Pajak Daerah 
• Retribusi Daerah 
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
• Pendapatan Sah Lainnya 
2. Transfer Pemerintah Pusat
• Dana Alokasi Umum (DAU) 
• Dana Alokasi Khusus (DAK) 
• Dana Bagi Hasil (DBH) 
• Dana Desa 
3. Pendapatan Lain yang Sah
• Hibah 
• Bantuan Keuangan



Bentuk Hubungan Keuangan

7/14/20XX 4

Hubungan Keuangan
Aspek Pendapatan
• Pembagian penerimaan pajak 
• Dana transfer 
• Dana insentif fiskal 
Aspek Belanja
• Infrastruktur 
• Pendidikan 
• Kesehatan 
• Pelayanan publik 
Aspek Pengawasan
• Audit 
• Evaluasi APBD 
• Akuntabilitas penggunaan anggaran

Manfaat
 Pemerataan pembangunan
 Efisiensi anggaran
 Penguatan otonomi daerah
 Pelayanan publik yang lebih baik



PENUTUP

5

"Sinergi keuangan antara 
pemerintah pusat dan 
daerah menjadi kunci 

terciptanya pembangunan 
yang adil, merata, dan 

berkelanjutan."



THANK YOU

6
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